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Abstract 
The mepelling program "Pick Up the Ball" is a form of publik service from community service activities (PKM), 
which will be held in 2023 in Cipadung Kulon Village, Bandung City. The purpose of implementing this PKM is 
to socialize population administration services in an effort to increase publik understanding regarding the 
importance of having population documents. PKM activities are carried out by socializing the importance of 
managing population documents such as family card, identity card, death certificates, birth certificates, child 
identity cards, and population transfers. Participants in the activity were residents of Cipadung Kulon Village, 
including the local RT and RW. The methods used include lectures, discussions, and experiment related to 
services that can be obtained by the community through the Mepeling program "Pick Up the Ball". This 
socialization activity resulted in a positive response from the local community; the community's enthusiasm 
for managing the ownership of their population documents increased. 
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Abstrak 
Program Mepeling “Jemput Bola” merupakan bentuk pelayanan publik dari kegiatan Pengabdian kepada 
masyarakat (PKM) yang diselenggarakan tahun 2023 di Kelurahan Cipadung Kulon Kota Bandung. Tujuan 
dari pelaksanaan PKM ini untuk memberikan sosialisasi layanan administrasi kependudukan sebagai upaya 
meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Kegiatan 
PKM dilakukan dengan mensosialisasikan pentingnya pengurusan dokumen kependudukan seperti kartu 
keluarga, kartu tanda penduduk, akta kematian, akta kelahiran, kartu identitas anak dan perpindahan 
penduduk. Peserta kegiatan dihadiri oleh warga Kelurahan Cipadung Kulon termasuk RT dan RW setempat. 
Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi dan eksprimen terkait layanan yang dapat diperoleh 
masyarakat melalui program Mepeling “Jemput Bola”. Kegiatan sosialisasi ini menghasilkan respon positif 
dari masyarakat setempat, antusias masyarakat menjadi semakin tinggi dalam mengurus kepemilikan 
dokumen kependudukannya. 
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PENDAHULUAN 

Salah satu kebutuhan masyarakat yang paling utama adalah pelayanan publik yang disediakan 

oleh pemerintah suatu daerah atau kota. Salah satunya yaitu pada pelayanan terkait administrasi 

kependudukan. Pelayanan administrasi kependukan ini menjadi sangat penting seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk di indonesia. Pelayanan publik menjadi tolak ukur suatu 

keberhasilan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Lokabora & 

Fithriana, 2018). Seiring berkembangnya waktu, pelayanan publik memerlukan inovasi terbaru 

dalam meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat (Jati, 2011). Penyelenggaraan pelayanan 

publik merupakan suatu kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan  masyarakat melalui 

inovasi serta pelayanan yang prima (Aulia & Rahmadanik, 2023). Selain itu, pemberian pelayanan 

terbaik dan maksimal kepada masyarakat juga merupakan kewajiban pemerintah dalam melayani 
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warga negaranya (Permadi & Rokhman, 2023). Hal ini sesuai dengan peraturan yang diatur dalam 

Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 

Pelayanan publik merupakan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah 

kepada masyarakat secara penuh tanggungjawab (Kaunang, H.A. 2019). Hal tersebut telah 

tertuang pada peraturan diatas bahwa pelayanan publik sangat penting bagi keberlangsungan 

pemerintahan. Pelayanan publik merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan bagi masyarakat 

untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut sebagai kelengkapan pribadi dalam 

menjalankan kehidupan sebagai warga Negara yang baik. Pelayanan publik memiliki hakikat 

berupa kegiatan yang dilakukan secara rutin terhadap kehidupan masyarakat. Kegiatan tersebut 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Rahayu, E. (2023) menyebutkan 

bahwa Pelayanan publik juga merupakan tindakan atau kegiatan yang memberikan bantuan 

kepada masyarakat dengan cara yang penuh tanggungjawab dan sistematis agar terciptakan suatu 

kepuasan dan keberhasilan. 

Saputra, D.P. & Widiyarta, A. (2021) menyebutkan bahwa Pelayanan publik yang dilakukan 

oleh pemerintahan dapat menciptakan sebuah pandangan dari masyarakat. Pelayanan publik yang 

baik dan efektif akan menciptakan pandangan yang baik dari masyarakat, begitupun sebaliknya 

pelayanan publik yang dilaksanakan secara tidak baik dan tidak efektif maka akan menciptakan 

pandangan yang kurang baik dan kurang memuaskan dari masyarakat terhadap pemerintahan. 

Oleh karena itu, peran pemerintah dalam menjalankan pelayana publik perlu dilakukan secara 

maksimal dan penuh tanggungjawab. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan publik merupakan proses pelayanan yang dapat memberikan kemudahan terhadap 

kebutuhan administrasi atau kepentingan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sebagai 

warga Negara. Pemerintah memiliki peranan yang sangat fundamental bagi kepercayaan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan administrasi pribadi. Suryadini, I. (2023) menyatakan 

bahwa Pelayanan publik memiliki hubungan yang erat terhadap kinerja pegawai yang ada 

dipemerintahan. 

Kinerja pemerintah dalam melakukan pelayanan publik  bertujuan untuk membentuk 

kenyamanan terhadap masyarakat dari berbagai jenis inovasi pelayanan publik yang diberikan 

(Ashari & Sallu, 2023). Berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, 

bahwa membentuk pelayanan publik, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan 

daya saing daerah tidak terlepas dari optimalnya kinerja penyelanggaraan pemerintahan daerah. 

Inovasi ini sesuai dengan Peraturan Nomor 30 Tahun 2004 tentang pedoman inovasi pelayanan 

publik, bahwa inovasi pelayanan publik bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik, 

berkualitas, mudah dan terjangkau kepada masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu 

meningkatkan pelayanan publik dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan kemudahan 

pelayanan bagi masyarakat terutama dalam pelayanan administrasi kependudukan atau penerbitan 

dokumen kependudukan yang dibutuhkan.  

Kinerja pegawai pemerintah akan mempengaruhi hasil kerja dari suatu pemerintahan, 

khususnya terkait pelayanan publik (Simangunsong, D. 2022). Kinerja pegawai pemerintahan 

memiliki peranan yang sangat penting bagi pelayanan publik. Hal tersebut dikarenakan proses 

pelaksanaan pelayanan publik dilakukan oleh para pegawai pemerintahan. Kinerja pegawai 

pemerintah dapat dilihat dari hasil kerja program yang dirancang, apakah berjalan dengan 

maksimal atau perlu evaluasi. Oleh karena itu, kinerja pegawai pemerintahan terhadap pelayanan 

publik akan menentukan proses terjadinya pelayanan sehingga harus dilaksanakan dengan penuh 

tanggung jawab. Telaumbanua, G.R. et al., (2022) menyebutkan bahwa Kinerja pegawai terhadap 

pelayanan publik khususnya terkait pelayanan administrasi pribadi masyarakat sangat diperlukan 

oleh masyarakat. Administrasi sangat penting bagi data sebagai warga Negara. 

Administrasi kependudukan merupakan sekumpulan kegiatan dalam mengurus penertiban 

dokumen kependudukan yang meliputi proses pendaftaran dan pengelolalaan informasi penduduk 
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serta pencatatan sipil (Lydia & Wibawani, 2023). Pelaksanaan administrasi kependudukan 

merupakan bagian dari pelayanan publik dalam memberikan pelayanan terkait dokumen 

kependudukan yang dibutuhkan masyarakat (Hidayat, 2018). Dokumen administrasi kependudukan 

dapat berupa kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat Keterangan kependudukan dan akta 

pencatatan sipil (Damayanti et al., 2022). Dokumen kependudukan memiliki kedudukan penting 

sebagai wujud hak asasi manusia untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara Indonesia 

(Abdullah et al., 2018). Dokumen kependudukan memiliki kekuatan hukum yang terikat secara 

perdata bagi pemiliknya (Indriawati, 2019). 

Pelayanan terbentuk oleh proses penyedia layanan dalam menyediakan layanan tertentu dari 

pihak penyedia layanan (Wulandari & Susanty, 2017). Pelayanan administrasi kependudukan yang 

baik yaitu dengan terpenuhinya standar teknologi informasi, tertib, dinamis, tidak diskriminatif 

dalam mencapai pelayanan prima untuk mengatasi permasalahan kependudukan secara 

menyeluruh (Maruapey, 2020). Salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik yang 

optimal adalah dengan memberikan sosialiasi terkait pelayanan pembuatan dokumen 

kependudukan melalui program Mepeling “Jemput Bola” yang dilakukan oleh tim PKM Dosen STIA 

Bagasasi. Pelayanan Mepeling (Jemput Bola) sebagai suatu bentuk pelayanan dengan tujuan untuk 

lebih mendekatkan pelayanan secara langsung kepada masyarakat  (Elkesaki et al., 2021). 

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan 

mudah memahami bagaimana alur atau prosedur dan syarat-syarat pengajuan yang sesuai dalam 

mengurus keperluan administrasi kependudukan. Selain itu, memberikan kemudahan kepada 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan melalui program Mepeling 

“Jemput Bola” tanpa harus datang langsung ke disdukcapil bagi masyarakat yang memiliki kendala 

terkait waktu dan jarak dalam pengurusan dokumen kependudukannya. Dasar dari bentuk 

pengabdian melalui program Mepeling ini juga untuk memberikan tambahan wawasan bagi 

masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan serta memberikan pemahaman tentang 

pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, mengingat masih banyak masyarakat yang 

belum memiliki dan mengurus dokumen-dokumen tersebut. 

 

Pelayanan Publik 

Pelayanan merupakan kata yang memiliki makna sebagai proses layanan yang diberikan 

terhadap masyarakat dengan tertib dan sistematis untuk jangka panjang. Pelayanan tersebut 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan warga Negara. Asrianingsih, D. et al., (2023) Pelayanan 

memiliki peran sebagai pemberi layanan dan masyarakat merupakan subjek yang menerima 

layanan.  

Pelayanan merupakan upaya yang dilakukan sebagai ujung tombak harus dilaksanakan secara 

optimal oleh individu atau organisasi. Hal tersebut dikarenakan bentuk pelayanan merupakan 

cerminan terhadap kualitas individu atau organisasi yang bertugas dalam memberikan pelayanan. 

Hardiansyah, H. (2018) menyebutkan bahwa pelayanan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam 

membantu, menyiapkan, dan mengurus dalam hal barang atau jasa dari satu pihak ke pihak 

lainnya.  

Pelayanan dalam bahasa inggris yaitu “Service” atau kegiatan atau aktivitas layanan yang 

diberikan oleh seseorang atau kelompok kepada penerima layanan dan memiliki tingkat kepuasan 

sesuai bentuk pelayanan yang diberikan. Pelayanan tersebut bergantung pada pegawai pelayanan 

yang professional atau ahli pada bidangnya sebagai harapan dalam memenuhi kebutuhan. Menurut 

Moenir menyebutkan bahwa pelayanan merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan orang lain secara langsung (dalam Mursyidah, et al., 2020). Pelayanan dapat 

dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu pelayanan terhadap raga seseorang atau pelayanan terhadap 

orang dan pelayanan administratif oleh orang lain atau organisasi. 



 Maryulina et al. 

 

3028 

Mahmudi dalam Selling et al., (2019) menyebutkan bahwa pelayanan publik merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat sebagai 

penerima dalam memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara. pelayanan publik dilakukan oleh 

pegawai pemerintahan atau organisasi layanan publik sebagai sarana bagi masyarakat yang 

dilakukan secara aturan hukum. Pelayanan publik merupakan bentuk layanan jasa dari 

pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat dengan tujuan kesejahteraan warga Negara.  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia bahwa pelayanan publik merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan dengan berlandaskan peraturan Undang-Undang 

terkait pelayanan jasa, barang, atau administrasi. Solechan, S. (2019) bahwa Pelayanan publik 

dilaksanakan untuk pemenuhan dasar warga Negara. Oleh karena itu, pelayanan publik yang 

dilakukan oleh pemerintahan harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan bersungguh-

sungguh karena akan memengaruhi kerja pemerintah dimata masyarakat secara luas. 

Zuliah, A. & Pulungan,, M.A. (2020) menyatakan bahwa Pelayanan publik yang dilakukan akan 

mempengaruhi mutu pelayanan publik pemerintahan. Mutu pelayanan publik dapat dilihat dari 

proses interaksi terhadap masyarakat, sistem, konsumen, strategi, serta penyedia pelayanan. 

Indikator tersebut menjadi perhatian yang perlu diperhatikan dalam menjalankan pelayanan publik 

yang dilakukan oleh pemerintahan. Widanti, N.P.T. (2022) menyatakan bahwa Sistem pelayanan 

publik yang bermutu akan dilaksanakan secara efisien dan tanggungjawab, sehingga akan 

mengetahui berbagai evaluasi yang harus diperbaiki oleh pemberi layanan. 

Damayanti, L.D. et al., (2019) menyatakan bahwa Mutu pelayanan publik yang baik dapat 

dilihat berdasarkan beberapa indikator lain yang menunjang kepuasan masyarakat, seperti 

melayani dengan sopan, ramah, professional, tanggungjawab, kejelasan, serta keamanan dan 

kenyamanan. Mutu pelayanan publik dilakukan harus dilakukan berdasarkan standar baik sumber 

daya manusia, metode kerja, sistem yang digunakan, maupun produk yang dihasilkan. Gumolung, 

S. et al., (2023) Pelayanan publik yang bermutu secara umum yaitu dapat memberikan kepuasan 

dan kenyamanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk kepentingan hidup sebagai 

warga Negara serta dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. 

Kualitas pelayanan publik atau mutu pelayanan public merupakan bentuk kegiatan yang dapat 

dirasakan secara langsung oleh konsumen. Terdapat beberapa indikator untuk mengukur kepuasan 

konsumen yang terletak pada lima dimensi kualitas pelayanan menururt teori Pasolong (dalam 

Larono, S.R. 2019). Dimensi tersebut yaitu: 

a. Tangible (bukti fisik) merupakan sebuah bentuk eksistensi yang diberikan kepada masyarakat, 

baik berupa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana. Keadaan sarana dan 

prasarana lingkungan dapat mempengaruhi kepuasan masyarakat karena merupakan akses 

yang dapat dilihat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 

b. Reliability (kehandalan) merupakan kemampuan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

dengan akurat dan terpercaya. Kehandalan tersebut merupakan kemampuan yang harus 

dimiliki oleh pemberi layanan kepada penerima layanan untuk menciptakan kepuasan yang 

baik. 

c. Responsiveness (tanggapan) merupakan kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki 

oleh setiap pegawai pelayanan public. Hal tersebut dikarenakan tanggapan yang baik, tepat, 

dan cepat sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan, terutama dalam 

menerima informasi yang jelas. 

d. Assurance (Jaminan dan kepastian) merupakan kemampuan dalam pengetahuan dan 

kesopanan yang dimiliki oleh para pegawai pelayanan public. Jaminan tersebut akan 

menciptakan sebuah kepercayaan, kepuasan, serta kenyamanan bagi masyarakat. Jaminan 

dan kepastian yang diberikan dapat ditinjau dari beberapa komponen yaitu komunikasi, 

kredibilitas, kamanan, kompetensi pegawai, dan sopan santun. 
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e. Emphaty (ketulusan) merupakan bentuk perhatian yang diberikan oleh pegawai pelayanan 

public yang bersifat tulus dari individu atau pribadi kepada masyarakat atau penerima 

pelayanan. Perhatian dapat dilihat dari seberapa faham pegawai terhadap keinginan atau 

kebutuhan masyarakat yang diingikan. 

 

Administrasi Kependudukan 

Administrasi kependudukan merupakan administrasi yang sangat penting bagi warga Negara. 

Pentingnya administrasi kependudukan diamanatkan dalam Undang-Undang No, 24 Tahun 2013 

tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan telah 

ditetapkan dan disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013. Adanya peraturan 

perundang-undangan bertujuan untuk memudahkan dan efektifitas pelayanan administrasi 

kependudukan masyarakat, ketunggalan dokumen kependudukan, ketunggalan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), dan akurasi data kependudukan.  

Berdasarkan amanat undang-undang diatas menyatakan bahwa dalam pembuatan atau 

pelayanan administrasi kependudukan harus menyesuaikan dengan kemajuan serta perkembangan 

teknologi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terkait administrasi kependudukan secara 

professional. Pelayanan yang diberikan harus dilakukan secara progresif dan tepat untuk 

menciptakan kepuasan masyarakat. Muhammad, D. (2022) bahwa Pelayanan administrasi 

kependudukan merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintahan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota/Kabupaten. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk 

pelayanan public yang diberikan oleh pemerintah. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil harus bekerja secara professional serta pelayanan yang sama 

terhadap masyarakat. Usman, R. (2021) menyatakan bahwa Pelayanan administrasi yang berkaitan 

dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu berupa pencatatan peristiwa penting seperti 

kematian, kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, akta kelahiran, 

NIK, dan administrasi pribadi sebagai warga Negara.  

Cristianingsih, E. (2020) menyebutkan bahwa Pelayanan administrasi merupakan pelayanan 

yang dilaksanakan atas dasar kebijakan, landasan hukum, dan sistem pelayanan. Menurut Undang-

Undang yang berlaku bahwa Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 

penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya 

untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Ramadhani, N. (2021) menyebutkan bahwa 

Pencatatan administrasi kependudukan sangat penting bagi program pengembangan, 

pembangunan, dan pendayagunaan masyarakat.  

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah merupakan pelaksana pelayanan public yang 

memiliki otonomi dalam menjalankan pelayanan. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Bandung memiliki landasan dalam memberikan pelayanan, seperti yang tercantum dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi 

Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung 

memiliki tugas pokok, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok 

merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang 

pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran penduduk, 

pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pen-dayagunaan data dan 

informasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung memiliki tanggungjawab yang 

besar dalam pengelolaan, pendataan, dan pencatatan penduduk. Pemerintah bertugas untuk 

mencatat, mendaftarkan, serta membukukan status perdataan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan 

administrasi kependudukan memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintahan dan 

masyarakat untuk menciptakan pelayanan yang optimal. 
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Program Mepeling “Jemput Bola” 

Mepeling atau akronim dari Memberikan Pelayanan Keliling merupakan inovasi dari program 

pelayanan yang dilakukan secara berkeliling bagi masyarakat. Program Mepeling merupakan 

bentuk pelayanan yang dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin 

memenuhi kebutuhan administrasi. Pelayanan ini bersifat menghampiri masyarakat (Jemput Bola). 

Lumban, Gaol, I.W. (2022) bahwa Mepeling dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan 

memberikan bantuan jasa atau barang terkait administrasi masyarakat. Pelayanan Mepeling 

merupakan pelayanan public yang dikemas secara lebih mudah bagi masyarakat, baik itu terkait 

waktu, biaya, jarak, dan tenaga. Masyarakat tidak perlu lagi untuk pergi ke kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memenuhi kebutuhan administrasinya. Mepeling 

merupakan fasilitas bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih praktis dan 

optimal.  

Inovasi program Mepeling “Jemput Bola” kepada masyarakat merupakan program yang harus 

dimanfaatkan sebaik mungkin. Masyarakat dapat memenuhi kebutuhan administrasi dengan 

mudah melalui program Mepeling. Rachmayanti, R.A. & Hasbiansyah, O. (2019) bahwa Inovasi 

Mepeling merupakan strategi komunikasi pelayanan public yang dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lokasi tertentu. Program ini memberikan kemudahan bagi 

masyarakat dalam pembuatan e-KTP, akta kelahiran, dan KIA. Program ini bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan dan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat terkait administrasi 

pribadi. 

Kegiatan Mepeling “Jemput Bola” biasanya dilakukan menggunakan mobil Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil yang berbasis Teknologi. Adanya program Mepeling merupakan 

wujud dari peningkatan pelayanan public yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nugraha, A.P. 

(2022) menyebutkan bahwa Salah satu indikator keberhasilan program Mepeling yaitu dengan 

adanya pegawai yang professional dalam pelayanan yaitu kemampuan berinteraksi pegawai 

dengan masyarakat. Bentuk interaksi merupakan indikator yang sangat penting bagi berjalannya 

suatu program pelayanan public (Kalihva, N.A. 2023). Oleh karena itu, keterampilan petugas 

pelayanan melalui Mepeling dalam berinteraksi dengan masyarakat sangat penting untuk 

menciptakan kepuasan dan kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

administrasi.Konten naskah memuat bagian-bagian Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, 

Kesimpulan, dan Daftar Pustaka.  

Pada bagian pendahuluan, secara garis besar memuat latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan kegiatan, dan kajian literatur. Penulis dituntut mengemukakan secara kuantitatif potret, 

profil, dan kondisi khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian. Dapat 

digambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan 

yang relevan dengan kegiatan yang dilakukan. Paparkan pula potensi yang dijadikan sebagai 

bahan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Penulis diminta merumuskan masalah secara 

konkrit dan jelas pada bagian ini. Jelaskan tujuan yang hendak dicapai pada kegiatan pengabdian. 

Bagian ini didukung kajian literatur yang dijadikan sebagai penunjang konsep pengabdian. 

Penulis dituntut menyajikan kajian literatur yang primer (referensi artikel jurnal dan prosiding 

konferensi) dan mutakhir (referensi yang dipublikasikan dalam selang waktu 10 tahun terakhir). 

Kajian literatur tidak terbatas pada teori saja, tetapi juga bukti-bukti empiris. Perkaya bagian 

pendahuluan ini dengan upaya-upaya yang pernah dilakukan pihak lain. Artikel ini merupakan hasil 

pengabdian yang merupakan hilirisasi dari hasil penelitian, dapat berupa hasil penelitian sendiri 

maupun peneliti lain. Bagian ini didukung kajian literatur yang dijadikan sebagai penunjang konsep 

pengabdian. Penulis dituntut menyajikan kajian literatur yang primer (referensi artikel jurnal dan 

prosiding konferensi) dan mutakhir (referensi yang dipublikasikan dalam selang waktu 10 tahun 

terakhir). Kajian literatur tidak terbatas pada teori saja, tetapi juga bukti-bukti empiris. Perkaya 

bagian pendahuluan ini dengan upaya-upaya yang pernah dilakukan pihak lain. Artikel ini 
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merupakan hasil pengabdian yang merupakan hilirisasi dari hasil penelitian, dapat berupa hasil 

penelitian sendiri maupun peneliti lain. (Tahoma, 10pt, spasi 1,15). 

METODE  

Sosialisasi yang dilakukan merupakan langkah dalam memberikan penjelasan serta 

pemahaman terhadap informasi administrasi kependudukan diantaranya terkait dokumen 

kependudukan seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP), akta kematian, akta 

kelahiran, kartu identitas anak (KIA) dan perpindahan penduduk. Adanya sosialisasi ini akan 

memberikan gambaran terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan bagi 

masyarakat Kelurahan Cipadung Kulon Kota Bandung. Di bawah ini merupakan alur  pelaksanaan 

dari kegiatan PKM yang dilakukan.  

 

 

Gambar 1. Alur Pelaksanaan PKM 

Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini mencakup metode ceramah, diskusi dan 

demonstrasi. Metode ceramah dilakukan dengan memaparkan penjelasan mengenai program 

Mepeling “Jemput Bola” kepada masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan metode diskusi sebagai 

wadah bagi masyarakat kelurahan Cipadung Kulon yang memiliki pertanyaan terkait pemaparan 

yang telah dijelaskan. Setelah itu, dilakukan metode eksperimen dari pelayanan administrasi 

kependudukan kepada mayarakat setelah diberikannya pengarahan. Di bawah ini merupakan 

metode pelaksanaan PKM yang dilakukan. 

 

 

Gambar 2. Metode pelaksanaan PKM 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Tahapan awal sebelum dilaksanakannya Pengabdian kepada masyarakat adalah dengan 

melakukan observasi atau survey langsung ke lokasi. Tujuannya untuk menganalisis bahan materi 

yang akan dipergunakan untuk PKM dan menentukan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh 

warga Kelurahan Cipadung Kulon. Tujuan lainnya yaitu silahturahmi dengan staff lembaga dan 

pembentukan tim PKM dengan lokasi di kelurahan Cipadung Kulon. Dalam hal ini, diskusi dengan 

tim PKM baik secara tatap muka maupun daring sudah dilakukan dalam beberapa kali kesempatan 

untuk membahas pelaksanaan PKM mulai dari tahap perencanaan, persiapan sampai pada tahap 

pelaksanaan.  

Pada proses persiapan, hal pertama yang dilakukan adalah membuat proposal kegiatan, 

kemudian menetapkan tanggal pelaksanaan dan dilanjut membuat susunan acara serta 

menetapkan media sosialisasi dan kesekretariatan berupa draft spanduk, sarana dan prasarana 

(ATK, Proyektor, leptop), serta draft permohonan pelaksanaan PKM di kelurahan Cipadung Kulon.  

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan PKM ini dilaksanakan hari Jumat, 28 Juli 2023 Pukul 07.00-

11.30 WIB bertempat di Kelurahan Cipadung Kulon Kota Bandung. Pada pelaksanaannya, peserta 

kegiatan diberikan arahan dan gambaran pelayanan publik terkai administratif kependudukan atau 

dokumen kependudukan melalui program Mepeling “Jemput Bola”, dimana RT dan RW terlibat 

dalam memberikan edukasi pada warga mengenai program atau layanan apa saja yang bisa 

Planning Preparation Implementation Evaluation 

Ceramah Diskusi Eksperimen 
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didapatkan warga. Di bawah ini sususan kegiatan PKM yang dilaksanakan di kelurahan Cipadung 

Kulon Kota Bandung. 

Tabel 1. Susunan Kegiatan 

No Sesi Kegiatan Aktivitas 

1. Pembukaan Sosialisasi Pemberian Sambutan 

2. Penyampaian Materi 
Pemaparan materi terkait layanan administrasi 

kependudukan pada program Mepeling “Jemput Bola” 

3. Prosedur Pelayanan Publik  

Pemberian gambaran mengenai layanan yang 

didapatkan warga dari program Mepeling 

(Menjelasakan tahapan atau alur dan kelengkapan 

syarat-syarat untuk membuat data kependudukan)  

4.  Perekaman Data 
Mempersiapkan dokumen dan melakukan perekaman 

data kependudukan  

5. Penutup Penutup Kegiatan PKM 

Berdasarkan tabel di atas, penyampaian materi dengan metode ceramah. Dalam hal ini, 

pemateri memaparkan materi terkait layanan administrasi kependudukan pada program Mepeling 

“Jemput Bola”. Penggunaan metode ceramah dapat memberikan manfaat bagi warga Cipadung 

Kulon sebelum mereka mencoba layanan yang disediakan pada program Mepeling. Setelah 

pemaparan materi selesai warga kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi berupa 

tanya jawab terkait pemaparan yang telah disampaikan oleh pemateri. Berikut ini dokumentasi 

kegiatan pemaparan materi yang disampaikan pada warga Kelurahan Cipadung Kulon. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pemaparan Materi dan Peserta Kegiatan PKM 

Setelah berakhirnya sesi diskusi, warga Kelurahan Cipadung Kulon diberikan arahan untuk 

melakukan percobaan melalui metode eksperimen. Percobaan yang dilakukan ini terkait layanan 

administrasi kependudukan pada program Mepeling “Jemput Bola”. Dalam hal ini, warga diberikan 

kesempatan secara langsung untuk melakukan perekaman data kependudukannya dengan 

bantuan TIM Dosen STIA Bagasasi sebagai pemberi layanan kepada warga. Berikut ini 

dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan.  

 

 

 

 

 



Bernas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 

 

 

3033 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4. Pemberian Layanan Kepada Warga 

KESIMPULAN 

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini menjadi wadah bagi warga dalam 

mengurus dokumen administrasi kependudukan yang belum dimilikinya. Warga menjadi sangat 

terbantu dan terfasilitasi dengan adanya program Mepeling  yang diselenggarakan oleh tim PKM 

Dosen STIA Bagasasi ini. Selain itu, RT/RW sangat terbantu dalam memberikan pelayanan kepada 

warga secara menyeluruh, mengingat beberapa himbauan terkait dokumen kependukan ini 

terkadang tidak tersampaikan atau terlewat dalam memberikan informasi kepada warga secara 

tepat waktu. Kegiatan ini juga menjadi hal yang positif bagi warga sekitar, warga menjadi lebih 

memahami tentang pentingnya kepemilikan dokumen adminitrasi kependudukan.  
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